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ABSTRAK 

 
 Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menyatakan bahwa hanya 48,48% 

rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri di Jakarta sepanjang 2021 

sedangkan sisanya masih yang berstatus tidak tetap. Pemilihan wilayah studi 

didukung dengan adanya beberapa isu permasalahan diantaranya Tambora 

memiliki kepadatan tinggi sebanyak 49.841 jiwa/km2, masuk ke dalam area 

miskin esktrim dan masih adanya permasalahan fisik lingkungan permukiman, 

sosial dan ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi 

permasalahan penataan permukiman telah mengeluarkan program  Community 

Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Program 

tersebut melibatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 

masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, konsultan dan 

akademisi untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Penelitian ini 

penting dilakukan untuk mencari penyelesaian dari pelaksanaan kolaboratif yang 

belum berjalan baik guna menyusun strategi penguatan kolaborasi dalam program 

CAP dan CIP di kawasan Tambora. Analisis penelitian dilakukan dengan 

menganalisis faktor-faktor berdasarkan pendekatan Ansell dan Gash (2008), 

Edward DeSeve dan H. Moore (2009) dan Nabatchi dan Leighninger (2015) 

selanjutnya merumuskan dan memilih strategi terbaik menggunakan analisis IFE 

dan EFE, Analisi SWOT dan QSPM. Kesimpulan yang diambil yaitu belum 

optimalnya collaborative governance disebabkan oleh beberapa faktor yang 

belum berkinerja dengan baik yaitu faktor partisipasi publik, tata kelola 

governance, komitmen terhadap tujuan dan akses terhadap sumberdaya sedangkan 

faktor yang sudah baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Strategi optimalisasi 

collaborative governance dalam program CAP dan CIP yang dirumuskan 

diantaranya 1) Kemitraan, 2) Integrasi Kebijakan, 3) Komitmen Politik, 4) 

Peningkatan SDM dan 5) Upgrade Program.  

 
Kata kunci: CAP dan CIP, collaborative governance dan strategi optimalisasi. 
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ABSTRACT 

Based on the 2021 data from the Central Statistics Agency (BPS), only 

48.48% of households in Jakarta had their own houses, while the remainder were 

in irregular status. The selection of the study area is supported by several issues, 

including Tambora's high population density of 49,841 people per square 

kilometer, its classification as an area of extreme poverty, and ongoing physical, 

social, and economic environmental challenges in housing settlements. The 

Provincial Government of DKI Jakarta has implemented the Community Action 

Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) to address the 

challenges in housing settlement management. These programs involve 

collaboration between the DKI Jakarta Provincial Government and the 

community, community groups, social institutions, consultants, and academics to 

improve the quality of slum settlements. The research is crucial for identifying 

solutions to improve collaborative implementation in the CAP and CIP programs 

within the Tambora area, aiming to develop effective strategies for strengthening 

collaboration. The analysis draws on approach frameworks by Ansell and Gash 

(2008), Edward DeSeve and H. Moore (2009), and Nabatchi and Leighninger 

(2015). The strategy formulation involves IFE and EFE, SWOT and QSPM 

analyses. The conclusion drawn is that the suboptimal collaborative governance is 

due to several factors that are not performing well, particularly public 

participation, governance management, commitment to purpose, and access to 

resources, while the factor that have performed well are transparency and 

accountability. To optimize collaborative governance, the following strategies 

have been formulated: 1) Strengthening partnerships, 2) Policy integration, 3) 

Political Comitment, 4) Enhancing human resources 5) and Program 

enhancement. 

Keywords: CAP and CIP, collaborative governance and optimization strategy. 
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BAB I 

 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Urbanisasi perkotaan secara tidak langsung menyebabkan pertumbuhan 

permintaan perumahan yang besar. Urbanisasi ke perkotaan adalah usaha bagi 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya sehingga pertumbuhan jumlah 

penduduk dan kepadatan penduduk menjadi hal yang tak terhindarkan. Dalam The 

World Cities Report (2020), UN-Habitat menunjukkan bahwa kota telah menjadi 

tujuan penghidupan bagi 55% populasi dunia, dan proporsi ini diperkirakan akan 

meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. 

Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah perkotaan membutuhkan 

perumahan dan permukiman. Namun tingginya kebutuhan akan hal tersebut tidak 

diimbangi dengan jumlah lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal 

sehingga kondisi tersebut menyebabkan munculnya permukiman kumuh di 

perkotaan. UN-Habitat (2018) mencatat sebanyak 1.033.546 juta jiwa tinggal di 

kawasan pemukiman kumuh. Angka tersebut akan menjadi lebih besar lagi 

dimana pada tahun 2030, enam dari sepuluh orang di seluruh dunia diprediksi 

akan tinggal di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, UN-Habitat 

merekomendasikan perbaikan kawasan kumuh untuk untuk menciptakan kota - 

kota yang layak huni dan produktif bagi penghuninya. Selain itu, meskipun telah 

banyak regulasi dan program untuk mengentaskan permukiman kumuh, 

hambatan-hambatan seringkali muncul sehingga implementasi kegiatan tidak 

selalu berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Kebijakan perumahan dan 

pemukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah seringkali tidak berhasil 

memenuhi kebutuhan penduduk karena kompleksitas berbagai kepentingan yang 

terlibat. Dalam proses perumusan kebijakan ini, diperlukan keterlibatan berbagai 

aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah (Soesilowati, 2007). 



    
 

2 
 

Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, 

pada tahun 2025 diperkirakan memiliki 170,4 juta orang yang tinggal di daerah 

perkotaan, atau mencakup sekitar 59,3 % dari total penduduk Indonesia 

(Worldometers, 2019). Indonesia sendiri mengalami gelombang munculnya 

permukiman kumuh di daerah perkotaan, sedangkan data yang ada menunjukkan 

29,92 juta jiwa orang tinggal di daerah kumuh perkotaan (Laporan UN Habitat, 

2020).  

Situasi ini perlu menjadikan penanganan pemukiman kumuh sebagai 

prioritas agar menghentikan pertumbuhan luas pemukiman kumuh. Walaupun 

tidak diinginkan, penting untuk mengakui bahwa keberadaan kawasan kumuh 

sulit dihindari dalam proses pengembangan wilayah dan kota. Oleh karena itu 

diperlukan upaya yang komprehensif dalam menangani berbagai aspek yang dapat 

menghambat timbulnya kawasan kumuh (Mardhanie, 2013).  

Jakarta sebagai kawasan perkotaan inti dalam kawasan metropolitan 

Jabodetabekpunjur mempunyai peran sebagai pusat kegiatan – kegiatan utama dan 

pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya (Peraturan Presiden 

RI No. 60 Tahun 2020). Selain itu dengan lahirnya undang-undang  terkait 

Provinsi Daerah Khusus Jakarta, fungsi Jakarta berubah menjadi pusat 

perekonomian nasional dan internasional, penghubung strategis dan vital dalam 

jaringan bisnis dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

warga perkotaan sekaligus mendorong kesejahteraan nasional (Undang - Undang 

RI No 2 Tahun 2024). 

Namun, DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dan pusat perekonomian 

Indonesia yang ramai, saat ini diklasifikasikan sebagai salah satu kota tidak layak 

huni di negara ini. Data terkini Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 

tahun 2023 menunjukkan, hanya 36,69% jumlah rumah di DKI Jakarta yang 

memiliki akses terhadap perumahan layak. Statistik ini menunjukkan bahwa 

hanya kurang dari separuh rumah tangga yang sudah memiliki perumuhan layak 

huni. Selain itu Jakarta juga menghadapi permasalahan kepadatan penduduk 

dimana saat ini memiliki kepadatan 15.978 jiwa/km2. Kondisi tersebut merupakan 

salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penilaian buruk terhadap kota 

metropolitan Jakarta. 



    
 

3 
 

Dalam upaya mengatasi permasalahan perumahan yang terjangkau, 

Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan program yang menyediakan 

perumahan tanpa memerlukan uang muka bagi penghuninya. Sayangnya, progres 

pembangunan yang ada hanya mencapai 912 unit dari target semula 2.515 unit, 

atau dengan kata lain 63,74 % belum dapat dicapai. Hal ini menunjukkan upaya 

pengentasan permasalahan perumahan bersubsidi (MBR) belum membuahkan 

hasil yang diharapkan, akibatnya masih banyak warga DKI Jakarta yang 

kekurangan perumahan layak (Rahman et al., 2023). 

  Kecamatan Tambora, dengan luas wilayah sebesar 5,4 km², dihuni oleh 

lebih dari 269.139 penduduk. Kecamatan Tambora dengan kepadatan penduduk 

mencapai 49.841 jiwa/km² menjadikan wilayah dengan kepadatan penduduk 

tertinggi di DKI Jakarta (BPS Jakarta Barat, 2023). Selain itu Kecamatan 

Tambora masuk ke dalam area miskin esktrim dengan jumlah rumah tidak layak 

huni dalam kategori tinggi sehingga bantuan bedah rumah sering menyasar pada 

wilayah Tambora (Wawancara Baznas, 2024).  Kondisi urbanisasi dan migrasi 

masuk tergolong tinggi tercatat sebanyak 8.915 atau 3,3 % dari total jumlah 

penduduk yang menyebabkan kebutuhan tempat tinggal meningkat (BPS 

Kecamatan Tambora, 2020).   

Sebagian besar dari wilayah Tambora mengalami permasalahan dalam 

penataan fisik permukiman seperti kondisi akses jalan yang sempit, kepadatan 

bangunan yang tinggi, akses sinar matahari yang kurang dan sanitasi yang 

terbatas. Selain itu Tambora juga mengalami permasalahan sosial seperti 

kemiskinan, rendahnya angka pendidikan, kriminalitas, dan kerawanan kebakaran 

walaupun sudah masuk program penataan permukiman. Kondisi berbanding 

terbalik dimana dalam perencanaan tata ruang Kawasan Tambora diamanatkan 

untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman terpadu baik melalui 

pembangunan kembali dan perbaikan fungsi yang dilengkapi infrastruktur 

terintegrasi serta selaras dengan rencana tata ruang kawasan permukiman (Perda 

DKI Jakarta No.1 Tahun 2014). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penataan 

permukiman telah menerbitkan peraturan Gubernur DKI Jakarta No 90 Tahun 

2019 tentang program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative 
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Implementation Program (CIP). Program tersebut melibatkan kerjasama antara 

pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat, kelompok masyarakat, 

lembaga sosial kemasyarakatan, konsultan dan akademisi untuk meningkatkan 

kualitas permukiman kumuh dalam menciptakan kawasan permukiman terpadu. 

Pada program tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas permukiman pada 445 

Rukun Warga yang masih tergolong dalam kategori kumuh (RW Kumuh). 

Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation 

Program (CIP) adalah dua inisiatif program yang dibentuk oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki lingkungan di masyarakat kumuh. 

Program CAP dan CIP melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan kualitas permukiman untuk menciptakan penataan kawasan 

permukiman yang terpadu, sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan dengan 

pendekatan penataan pada aspek fisik lingkungan, aspek pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan aspek pemberdayaan sosial budaya. Dalam mewujudkan kualitas 

lingkungan yang lebih baik secara terkoordinasi, kooperatif, berkelanjutan, dan 

terintegras perlu diatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun koordinasi 

lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, kerja sama dengan 

berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat (Peraturan Gubernur 

DKI Jakarta No 90 Tahun 2018). Hal ini juga juga selaras  dalan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 11, “menjadikan kota dan 

permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan” atau “menjadikan 

kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan”. 

Dibandingkan dengan program lain di DKI Jakarta, penganggaran program 

CAP dan CIP cukup signifikan. Berdasarkan Dokumen Rancangan Kebijakan 

Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 

terkait kegiatan CAP dan CIP, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan 

penataan 80 RW dengan anggaran program CAP sebesar 25,57 miliar dan CIP 

558,8 miliar. Anggaran untuk 22 RW wilayah Jakarta Barat sebesar Rp 6,7 miliar 

untuk program CAP dan Rp131,637 miliar untuk CIP, jumlah ini mencakup biaya 

fasilitator, konsultan, dan surveyor. Namun demikian, seiring dengan 

berkembangnya program, penganggaran akan terus disesuaikan untuk memenuhi 

kebutuhan (KUA-PPAS, 2020). 
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Program CAP dan CIP juga telah diklasifikasikan sebagai Kegiatan 

Strategis Daerah (KSD) oleh Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018. Sesuai dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), KSD merupakan kegiatan 

strategis yang berdampak signifikan terhadap pencapaian kebutuhan pokok, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Mengingat program CAP dan CIP merupakan program strategis 

Kepala Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

DKI Jakarta harus memprioritaskan CAP dan CIP serta merencanakan dan 

melakukan penganggran setiap tahunnya. 

Selain program CAP dan CIP, program dari inisiatif swasta dan institusi 

lainnya juga telah dilaksanakan di wilayah Tambora. Di antaranya program 

penghijauan dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kahaptex, program 

pembangunan rumah dan bansos dari Yayasan Budha Tzu Chi  serta program 

bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun program - 

program  ini mempunyai beberapa kelemahan, termasuk anggaran yang terbatas, 

wilayah layanan yang berfokus pada area tertentu, dan penentuan bantuan oleh 

penyedia tanpa melibatkan masyarakat. Melihat hal tersebut Program CAP dan 

CIP dipilih untuk dilakukan penelitian karena memiliki beberapa kelebihan yaitu 

cakupan program yang luas, dampaknya yang besar, dan keterlibatan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan terkait penataan permukiman kumuh. 

 Pendekatan collaborative governance sangat sesuai dalam keberhasilan 

untuk jenis program yang berfokus pada kolaborasi dengan masyarakat yang 

melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan. Collaborative governance adalah pendekatan baru untuk tata kelola 

pemerintahan yang mengumpulkan berbagai pemangku kebijakan di forum yang 

sama untuk mencapai kesepakatan (Ansell dan Gash, 2007:543). Hal yang sama 

dijelaskan oleh Holzer et al., (2012), yang menyatakan bahwa pemerintahan 

kolaboratif adalah ketika pihak-pihak publik dan swasta bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut beberapa ahli, 

collaborative governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

melibatkan jaringan organisasi dari berbagai sektor dan masyarakat sipil. 
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Negosiasi, pengambilan keputusan kolektif, dan pencapaian kesepakatan melalui 

interaksi formal dan informal adalah bagian dari proses ini. Selain itu, pembuatan 

dan pengembangan standar yang yang dapat memberikan keutungan pada pihak-

pihak yang bekrjasama merupakan bagian dari manajemen kolaboratif. Dengan 

demikian, dalam kerja sama ini, interaksi di antara semua pihak bersifat egaliter, 

di mana setiap aktor memiliki posisi yang sama. Secara keseluruhan, 

collaborative governance merupakan pendekatan di mana pemerintah bekerja 

sama dengan berbagai pihak lain secara langsung dalam proses pengambilan 

keputusan publik, dengan tujuan mencapai hasil yang inklusif dan partisipatif. 

Dalam buku “Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan 

Praktik” (2020 : hal 47) dari (Ansell & Gash, 2008)  diketahui bahwa kolaborasi 

yang ideal memiliki parameter diantaranya adanya aktor - aktor kebijakan di luar 

pemerintahan yang terlibat pada proses kebijakan, adanya forum di mana sebagian 

wewenang berada di tangan lembaga publik, adanya policies yang disepakati 

berdasarkan kesepakatan, dan adanya tujuan yang tepat untuk hasil yang 

dinegosiasikan bersama. Dengan mempertimbangkan parameter yang disebutkan 

di atas, masih ada beberapa kendala yang menghalangi keberhasilan pelaksanaan 

Collaborative Governance pada Program CAP dan CIP. Salah satunya adalah 

kurangnya kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi 

yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program,  pelaksanaan program 

CAP dan CIP masih berfokus pada perbaikan fisik sarana dan prasarana dan 

masih sedikit menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dan 

aspek pemberdayaan sosial budaya, masih minimnya kemitraan antar pemerintah, 

masyarakat, akademisi dan badan usaha dan belum semua pihak yang 

berkepentingan terlibat secara aktif dan setara dalam setiap tahap proses penataan 

permukiman. Selain itu masih rendahnya proporsi keaktifan masyarakat dalam 

mendukung pelaksanaan program CAP dan CIP. Seperti mengutip penjelasan KI I:  

 

     “Kalo tingkat pelibatan masyarakat masih sangat sedikit, ditinjau dari 

proporsi anggaran masih dari APBD. Jadi masyarakat tidak partisipasi 

anggaran, masyarakat hanya menerima program saja. Kolaborasi dan action 

community nya masih kurang, misalkan masyarakat ada rencana program 

disitu dan anggarannya dari sponsor atau CSR, kalo seperti itu ada tingkat 

partisipasi. Ada konsultan ditugaskan disitu kemudian masyarakat misalnya 
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mengusulkan kegiatan pos RW, saluran, jalan dll, jadi ada hubungan ke atas 

dan ke bawah tapi tidak dominan. Jadi konsultan menampung aspirasi dari 

masyarakat (shopping list), namun bagian yang detail belum bisa dilakukan 

oleh konsultan, seperti usulan MCK komunal setelah menjadi identifikasi 

usulan tanahnya bukan milik pemda dan tidak bisa dibuat lokasi MCK 

komunal. Perencanaan dari CAP seharusnya jadi di CIP, namun masih ada 

yang tidak sesuai” (Wawancara  19 Januari 2024) 

 

Melihat kondisi pelaksanaan CAP dan CIP yang belum sepenuhnya 

terealisasi dengan baik dan masih mengalami berbagai permasalahan baik 

koordinasi dan pelaksanaan program CAP dan CIP yang belum optimal, oleh 

karena itu strategi tata kelola kolaboratif sangat penting untuk mengoptimalkan 

implementasi program CAP dan CIP dalam menghasilkan hasil yang berdampak 

nyata serta memastikan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak 

terkait dalam proses untuk memperbaiki kawasan permukiman kumuh. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlu merumuskan strategi 

Collaborative Governance untuk meningkatkan tata kelola kawasan permukiman 

kumuh melalui program CAP dan CIP di kawasan Tambora, Provinsi DKI 

Jakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Identifikasi masalah yang dapat ditemui dalam Collaborative Governance 

dalam penataan permukiman kumuh di kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta 

diantaranya: 

• Masih rendahnya peran aktif masyarakat dan belum meratanya partisipasi 

aktif masyarakat dalam program CAP dan CIP sehingga terdapat resistensi 

terhadap perubahan dalam penataan permukiman 

• Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, 

akademisi dan badan usaha sehingga menghambat sinergi dan penggunaan 

sumber daya yang optimal 

• Tidak adanya organisasi besar seperti NGO yang terlibat secara aktif dalam 

penataan permukiman kumuh mengakibatkan kekurangan sumber daya, 

dukungan teknis, dan akses ke jaringan yang lebih luas 
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• Pelaksanaan program CAP dan CIP masih berfokus pada perbaikan fisik 

sarana dan prasarana dan masih sedikit menyentuh aspek pemberdayaan 

ekonomi masyarakat dan aspek pemberdayaan sosial budaya mengakibatkan 

hasil yang tidak komprehensif 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian strategi kolaborasi pemerintahan dalam 

penataan permukiman kumuh di Kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta, yaitu : 

1. Mengapa collaborative governance dalam penataan permukiman kumuh di 

kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta belum optimal?  

2. Strategi apakah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran 

collaborative governance dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan 

Tambora Provinsi DKI Jakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor - faktor yang menyebabkan peran collaborative 

governance dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan Tambora 

Provinsi DKI Jakarta belum optimal. 

2. Menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran 

collaborative governance dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan 

Tambora Provinsi DKI Jakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat tentang peran kolaboratif pemerintahan melalui program CAP 

dan CIP dalam pengelolaan permukiman kumuh. Selain itu, penelitian ini 

dapat berfungsi sebagai acuan atau overview bagi pelaksanaan kegiatan 

yang akan menerapkan konsep serupa. 
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2. Untuk ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

manajemen pembangunan daerah dan memberikan kontribusi pemikiran, 

data, informasi, dan strategi konseptual yang berguna untuk memperluas 

pengetahuan tentang bidang tersebut. Literatur tentang kolaborasi 

pemerintahan melalui program CAP dan CIP juga dapat menjadi referensi 

untuk penelitian sejenis. 

3. Bagi Masyarakat, untuk memberikan knowledge kepada warga masyarakat 

agar dapat berperan aktif melalui program CAP dan CIP dalam penataan 

permukiman kumuh bersama pemerintah dan non pemerintah sebagai 

bentuk penyelesaian penataan kawasan permukiman kumuh di Kawasan 

Tambora Provinsi DKI Jakarta. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.    Simpulan 

       Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, simpulan yang dapat 

diambil dalam strategi collaborative governance dalam penataan kumuh melalui 

program CAP dan CIP di Kawasan Tambora sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya collaborative 

governance dalam penataan kumuh melalui program CAP dan CIP di 

kawasan Tambora disebabkan oleh beberapa faktor yang belum berkinerja 

dengan baik, yaitu faktor tata kelola pemerintah, faktor komitmen terhadap 

tujuan, faktor akses terhadap sumberdaya dan faktor partisipasi masyarakat. 

Sedangkan faktor yang masuk dalam kategori baik dalam pelaksanaan 

kolaborasi yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sehingga kedepannya 

diperlukan langkah-langkah strategi untuk mengatasi dari faktor-faktor yang 

masih kurang baik dan meningkatkan kualitas dari faktor yang sudah baik 

dalam pelaksanaan kolaborasi. 

 

2. Strategi yang dirumuskan dalam optimalisasi collaborative governance 

dalam penataan permukiman kumuh kawasan permukiman Tambora dan 

berdasarkan urutan prioritas dari hasil Quantitative Strategic Planing 

Matrix, sebagai berikut: 

a. Mengadakan kemitraan strategis antar stakeholders baik pemerintah, 

akademisi, badan usaha, NGO dan masyarakat   

b. Melakukan integrasi kebijakan terkait seperti konsolidasi lahan dan 

pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CAP dan CIP 

c. Menerapkan dukungan politik yang mendorong pelaksanaan CAP dan 

CIP di Kawasan Tambora 

d. Mengadakan bimbingan teknis/pelatihan internal Dinas PRKP Provinsi 

DKI Jakarta dengan melibatkan kelompok masyarakat untuk 

sosialisasi CAP dan CIP 
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e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan menyusun perencanaan 

program CAP dan CIP yang lebih terukur baik waktu, sumberdaya dan 

pendanaan. 

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran berupa action 

plan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya kolaboratif penataan 

permukiman kumuh kawasan permukiman Tambora dengan mendorong faktor 

yang belum berkinerja baik dan jangk waktu pelaksanaan dari strategi yang 

dirumuskan. Beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain: 

1. Aspek yang perlu didorong dalam penataan permukiman kumuh: 

a. Aspek Tata Kelola Pemerintah 

▪ Pemerintah Provinsi DKI melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI 

Jakarta dalam mendorong kerjasama antar dinas mengadakan forum 

dengan melibatkan Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta, Dinas 

PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sosial Provinsi DKI 

Jakarta secara periodik 1 bulan sekali untuk  koordinasi pelaksanaan 

CIP termasuk penganggaran dan mekanisme pelaksanaan. Hal ini 

sesuai amanat dari Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan 

Kampung dan Masyarakat. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Setda Provinsi DKI Jakarta 

menjalin kemitraan dengan NGO yang memiliki perhatian di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan penataan permukiman kumuh dan 

melaksanakan program bersama. Kemitraan dengan pihak ketiga 

tersebut dikuatkan dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta yang dituangkan melalui MOU atau Perjanjian Kerjasama 

yang mengatur kewenangan dan kewajiban pihak-pihak yang 

bekerjasama. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI melalui Gubernur melakukan penguatan 

kelembagaan di Kota Administrasi Jakarta Barat agar pelaksanaan 

CAP dan CIP berjalan optimal. Penguatan peran Wali Kota Jakarta 
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Barat dilakukan untuk mengintegrasikan pembangunan yang 

mengutamakan keterpaduan dan keberlanjutan sesuai amanat 

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 

Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi 

Penataan Kawasan. 

 

b. Aspek Komitmen Terhadap Tujuan 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP Provinsi DKI 

Jakarta menjalin kerjasama dengan universitas dan akademisi pada 

jurusan perencanaan wilayah dan kota, arsitektur dan teknik sipil 

dengan kegiatan berupa penyusunan tema atau design 

pengembangan kawasan. Kerjsama tersebut diikat melalui MOU 

atau PKS sehingga pemerintah provinsi DKI terbantu dan pihak 

universitas dapat mengadakan penelitian aksi melalui program CAP 

dan CIP. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Hukum Provinsi DKI 

Jakarta diharapkan untuk melakukan pengkajian pembaharuan 

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan 

Kualitas Perumahan dalam Kerangka Penataan Kawasan 

Permukiman Terpadu dengan menyusun program lanjutan penataan 

permukiman mengingat pelaksanaan Program yang akan selesai 

sekaligus sebagai keberlanjutan dari program CAP dan CIP. 
 

c. Aspek akses terhadap Sumberdaya 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas CKTRP Provinsi 

DKI mengupayakan penyediaan lahan untuk pembangunan sesuai 

kebutuhan dalam rencana kegiatan CAP dan CIP guna mengurangi 

kondisi kumuh dan meningkatkan perbaikan pada permukiman 

kumuh tersebut. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP dan Dinas 

CKTRP menyusun pilot project dalam penyediaan perumahan 

dengan memanfaatkan teknologi pembangunan yang ramah 

lingkungan dan mengutamakan sumber daya lokal yang aman bagi 
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lingkungan di Tambora sehingga memberikan dampak signifikan 

terhadap penanganan permukiman kumuh Tambora. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP dan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyebaran 

informasi melalui kegiatan kampanye melalui berbagai saluran 

komunikasi seperti media sosial, website, dan media massa dan 

publikasi menyebarkan publikasi seperti brosur, pamflet, dan buku 

panduan yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan cara berpartisipasi 

dalam program CAP dan CIP.   
 

d. Aspek Partisipasi Masyarakat 

▪ Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas PRKP dan Dinas Sosial 

membentuk forum koordinasi yang melakukan kegiatan 2 bulan 

sekali dengan melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) dan 

kelompok masyarakat yang sudah terbentuk seperti Kelompok 

Karang Taruna, FKDM dan PKK. Forum koordinasi tersebut sebagai 

edukasi terkait kesadaran lingkungan dan peningkatan kapasitas 

anggota kelompok masyarakat.  Penguatan Pokmas dapat dilakukan 

dengan ditetapkan ke SK Tim  melalui Surat Keputusan Gubernur 

DKI Jakarta. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial 

Setda Provinsi DKI Jakarta mengkoodinir Dinas Pendidikan, Dinas 

Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan bimbingan teknis aspek 

pemberdayaan sosial budaya kepada masyarakat dengan melakukan 

pelatihan tata boga, keahlian komputer, pendampingan untuk kejar 

program pendidikan paket A, B dan penyuluhan bidang kesehatan. 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Perekonomian Setda 

Provinsi DKI Jakarta mengkoodinir Dinas Tenaga Kerja dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan melakukan bimbingan teknis aspek 

pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dengan melakukan 

pelatihan wirausaha pada bidang kuliner, tata rias, konveksi, sablon 

dan komputer, pendampingan usaha produktif, pembentukan 
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koperasi simpan pinjam, dan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil 

(IUMK). 

▪ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP dan Badan 

Pengelola Keuangan Daerah memberikan insentif dan penghargaan 

kepada warga yang aktif berpartisipasi dalam program dan 

penghargaan komunitas kepada kelompok atau individu yang 

memberikan kontribusi luar biasa dalam mengurangi kekumuhan 

pada lingkungan huniannya.  

 

2. Berdasarkan strategi yang dirumuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

perlu untuk menyusun jangka waktu pelaksanaan yang terbagi menjadi 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun strategi 

yang dilakukan dalam jangka pendek yaitu mengadakan kemitraan 

strategis antar stakeholders baik pemerintah, akademisi, badan usaha, 

NGO dan masyarakat. Sedangkan strategi untuk jangka menengah yaitu 

melakukan integrasi kebijakan terkait seperti konsolidasi lahan dan 

pelibatan pemangku kepentingan dan menerapkan dukungan politik yang 

mendorong pelaksanaan CAP dan CIP di Kawasan Tambora. Selanjutnya 

untuk jangka panjang dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis 

internal Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta dan bimtek kepada masyarakat 

terkait tiga aspek yaitu penataan lingkungan, pemberdayaan sosial budaya 

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Simultan dengan hal tersebut 

dilakukan monitoring dan evaluasi terkait penyesuaian pelaksanaan dan 

keberlanjutan program CAP dan CIP. 
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